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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Efektivitas 

1. Pengertian Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian 

dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan 

dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan 

melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada 

suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan 

diantara pelaksanaannya. 

Menurut Hans Kelsen, jika bebibicara tentang efektivitas hukum, 

dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa 

norma-norma hukum itu meningkat, bahwa orang harus berbuat sesuai 

dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus 

mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum sebagaimana mereka 

harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan 

dipatuhi.24 Demikian, efektivitas hukum dapat diartikan dengan 

kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau 

situasi seperti dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Pada kenyataanya 

hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai sosial Kontrol, tetapi dapat juga 

menjalankan fungsi perekayasaan sosial (social-engineering atau 

 
24 M Yusuf et al., “Efektivitas Hukum,” Pendidikan Dan Konseling 5, no. 2 (2023): 2. 
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instrument of change). Dengan demikian, efektivitas hukum sosial kontrol 

maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan.25 

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa efektivitas adalah 

kegiatan yang berkaitan dengan keberhasilan sebuah program yang akan 

dilaksanakan, maka semakin banyak program yang berhasil maka semakin 

efektif suatu kegiatan tersebut, artinya segala kegiatan itu dilakukan akan 

mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu: 

1) Faktor Hukumnya sendiri 

Dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga hal mengenai 

berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni sebagai berikut: 

a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya 

didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau 

terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. 

b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut 

efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh 

penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori 

kekuasaan), atau kaidah ini berlaku karena adanya pengakuan 

masyarakat. 

c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita 

hukum sebagai nilai positif tertinggi. 

 
25 Trianah Sofiani and Heris Suhendar, “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat,” Jurnal Hukum 

Unissula 40, no. 1 (2024): 59, https://doi.org/10.26532/jh.v40i1.32794. 
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Agar hukum itu berfungsi, maka setiap kaidah hukum harus 

memenuhi ketiga unsur yang sudah dijelaskan diatas, sebab apabila ada 

kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati; kalau hanya berlaku 

secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi 

aturan pemaksa; apabila hanya berlaku secara filosofi, kemungkinannya 

kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (ius 

constituendum). 

2) Faktor Penegak Hukum 

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum 

mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena mencakup baik 

secara langsung maupun tidak langsung baik secara langsung maupun 

tidak langsung berperan di bidang penegak hukum. 

3) Faktor Sarana atau Fasilitas 

Sarana atau fasilitas sangat penting untuk mengefektifkan suatu 

aturan tertentu. Sarana dimaksud adalah terutama saran fisik yang 

berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, dalam penulisan ini 

menyangkut sidang keliling isbat nikah dalam pelaksanaannya haru 

adanya sarana atau fasilitas seperti; meja, baju toga, bangku, dan lain 

sebagainnya. Jika hal itu tidak ada bisa saja pelaksanaan sidang tersebut 

tidak bisa dilakukan. 

4) Faktor Masyarakat 

Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan 

efektif adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah adanya kesadaran 

masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, 
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derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tingkat 

kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator 

berfungsinya hukum dalam masyarakat. Sebagaiman dalam penelitian 

ini menyangkut sidang keliling isbat nikah sangat berkaitan erat dengan 

masyarakat sebagai mana dalam program ini termasuk upaya 

kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri untuk mengurus akta nikah 

pernikahan mereka. Jika masyarakat dalam hal ini masih merasa hal 

tersebut tidak penting maka upaya dalam program ini tidak bisa 

dilaksanakan. Partisifasi dari masyarakat merupakan faktor pendukung 

dalam program tersebut.26 

5) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai 

yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan 

konsepsi konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga 

dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai 

tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan 

dua keadaan estrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang 

berperan dalam menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut: 

a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman; 

b. Nilai jasmasi/kebendaan dan nilai rohaniah; 

c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme. 

 
26 Djaenab, “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat,” Ash-Shahabah Jurnal 

Pendidikan Dan Studi Islam 4, no. 2 (2018): 151–53. 
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Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat 

setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adap 

dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam 

pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi 

dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut 

dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya 

keserasian antara keserasian kedua nilai tersebut akan menempatkan 

hukum pada tempatnya.27 

B. Isbat Nikah 

1. Pengertian Isbat Nikah 

Isbat nikah be$rasal dari bahasa Arab yang te$rbagi me$njadi dua kata 

yakni isbat dan nikah. Istilah “āṡbata” be$rarti me$ne$tapkan, se$mntara 

“nakaḥa” yang be$rarti saling me$nikah. de$ngan de$mikian, isbat nikah dapat 

diartikan pe$ne$tapan pe$rnikahan. Di sisi lain, isbat nikah dalam bahasa 

Indone$sia dike$nal se$bagai isbat nikah yang diartikan se$bagai pe$ngukuhan 

dan pe$ne$tapan pe$rkawinan me$lalui pe$ncatatan untuk me$mpe$role$h 

pe$nge$sahan suatu pe$rkawinan se$suai hukum yang be$rlaku.28  

Ahmad Warsono Munawwir me$rumuskan isbat se$bagai pe$ne$tapan, 

pe$ngukuhan, dan pe$ngakuan.29 Se$dangkan itu, Umar bin Khattab 

me$nje$laskan bahwa isbat me$rupakan pe$nyampaian bukti di de$pan hakim 

 
27 KKBI Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, KKBI Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional, vol. 17 (Jakarta, 2008). 
28 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir : Arab-Indone$sia Te$rle$ngkap (Surabya: 

Pustaka Progre$ssif, 1997). 
29 Ahmad Warson Munawwir. 
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(qadhi) untuk digunakan dalam me$nye$le$saikan masalah.30 Ole$h se$bab itu, 

isbat nikah diartikan se$bagai pe$nge$sahan pe$rnikah yang diajukan ke$ 

Pe$ngadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pe$rkawinan yang 

dilangsungkan me$nurut syariat agama Islam de$mi me$mpe$role$h ke$kuatan 

hukum.31 

Dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 

disebutkan bahwa: “Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang 

telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat 

oleh KUA atau PPN yang berwewenang”.32 

Isbat nikah di Pe$ngadilan Agama ole$h pe$mohon digunakan se$bagai 

dasar hukum untuk me$ndaftarkan pe$rkawinannya pada Pe$gawai Pe$ncatat 

Nikah (KUA) Ke$camatan, dan dari Ke$camatan akan me$nge$luarkan Buku 

Kutipan Akta Nikah se$bagai bukti re$smi bahwa suatu pe$rkawinan te$lah 

te$rcatat. Buku Kutipan Akta Nikah se$lanjutnya akan digunakan ole$h yang 

be$rsangkutan untuk me$ngurus Akta Ke$lahiran Anak di Kantor Catatan Sipil 

de$ngan me$lampirkan pe$ne$tapan isbat nikah ole$h Pe$ngadilan Agama. 

Arti lain dari isbat nikah (penetapan pernikahan) adalah ketetapan 

ulang pada kebenaran (keabsahan) nikah, yang sudah dilaksanakan dan 

berlangsung lama, selanjutnya pencatatan administrasi yang berkaitan 

 
30 te$rj. M. Abdul Mujie$b AS. Muhammad Rawwas, Mausu’ah Fiqhi Umar Ibn al-Khattab RA, 

E$ksikloe$di Fiqih Umar Bin Khattab Ra (Jakarta: Raja Grafindo Pe$rsada, 1999). 
31 Lilik Andaryuni, “The$ Program of Circuit Isbat Nikah as the$ E$mbodime$nt of Acce$ss to 

Justice$ in Indone$sia,” Mazahib 17, no. 1 (2018): 69–95, https://doi.org/10.21093/mj.v17i1.1054. 
32 Mahkamah Agung RI, “KMA Nomor KMA/032/SK/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 

Dan Administrasi Pengadilan,” 2006, 243–45. 
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dengan keijadian itui suidah tidak ada/muisnah dan hilang diteilan uimuir ataui di 

kareinakan keilalaian peituigas yang meincatat nikah, dan lainnya.33 

Meingeinai isbat nikah Al-Quir’an dan al- Hadis tidak meingatuir seicara 

rinci meingeinai peincatatan peirkawinan. Isbat nikah ini beirbeida deingan 

mu'āmalāt (muidāyanah) yang dilakuikan tidak seicara tuinai uintuik waktui-

waktui teirteintui, dipeirintahkan uintuik meincatatnya. Tuintuitan peirkeimbangan, 

deingan beirbagai peirtimbangan keimaslahatan, huikuim peirdata Islam di 

Indoneisia peirlui meingatuirnya guina keipeintingan keipastian huikuim di dalam 

masyarakat. Dan jika dilihat dari peirtimbangan ilmui huikuim saat ini 

peincatatan peirkawinan dan aktanya meimpuinyai keimaslahatan seijalan 

deingan kaidah fiqih. 

 درَْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ  

“Meinolak keimuidharatan leibih didahuiluikan dari pada meimpeiroleih 

keimaslahatan”.34 

 

 Bahwa isbat nikah itui tidak dikeinal dalam fiqh klasik, kareina isbat 

nikah teirseibuit sifatnya peincatatan uintuik keiteirtiban administrasi. Namuin 

peimeirintah meirasa peinting peincatat peirkawinan dilakuikan oleih masyarakat 

seihingga di atuir meilaluii peiruindang-uindangan, baik Uindang-Uindang 

Nomor 1 Tahuin 1974 mauipuin Kompilasi huikuim Islam. 

 Jadi, isbat nikah ini meiruipakan soluisi yang teipat uintuik pasangan 

yang beiluim meincatatakan peirnikahnnya. Seibagaimana peirkawinan yang 

dilakuikan oleih pasangan teirseibuit suidah dilaksanakan sah seicara agama, 

akan teitapi tidak adanya keiabsahan di neigara kareina tidak ada meilakuikan 

 
33 Randi Hadamean Batubara, “Yuridis Isbat Nikah” 9, no. 2 (2023): 5. 
34 Safaruddin and Ahlud Zikri, “Qawaidul Fiqhiyyah,” Makalah Filsafat Hukum Islam, 2022, 3–6. 
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peincatatan di KUiA (Kantor Uiruisan Agama) dan PPN (peigawai peincatat 

nikah) seiteimpat. Peincatat pada peinikahan adalah hal yang sangat peinting 

bagi anggota keiluiarga guina meinjamin keiabsahan dalam peirnikahannya. 

2. Dasar Hukum 

Pasal 2 ayat (2) Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 1945 mei
$nyatakan 

“bahwa sei
$tiap pei

$rkawinan dicatat sei
$suiai dei

$ngan pei
$ratuiran pei

$ruindang-

uindangan yang bei
$rlakui.35 Pei

$ncatatan pei
$rkawinan mei

$miliki manfaat 

mei
$ngei

$nai tei
$rkait dei

$ngan hak-hak pasangan suiami/istei
$ri, kei

$pei
$ntingan anak, 

sei
$rta dampak lain dari pei

$rkawinan itui sei
$ndiri. Pei

$rkawinan yang dilakuikan 

di bawah pei
$ngawasan ataui di hadapan Pei

$gawai Pei
$ncatatan Nikah/Kantor 

Uiruisan Agama akan mei
$nei

$rima Akta Nikah sei
$bagai buikti bahwa sei

$buiah 

pei
$rkawinan tei

$lah dilangsuingkan. 

Isbat nikah diatuir sei
$cara mei

$ndei
$tail dalam peinjeilasan atas Peiratuiran 

Peimeirintah (PP) Nomor 9 Tahuin 1975 teintang peilaksanaan Uindang-

Uindang Nomor 1 Tahuin 1974 teintang Peirkawinan teirseibuit, yaitui BAB II 

Pasal 2 s/d 9. Dalam Instruiksi Peireisidein No. 1 Tahuin 1991 teintang 

Kompilasi Huikuim Islam (KHI), yaitui pada Pasal 5 s/d Pasal 7 KHI bahwa: 

Pasal 5 

(1) Agar teirjamin keiteirtiban peirkawinan bagi masyarakat Islam seitiap 

Peirkawinan haruis dicatat. 

(2) Peincatatan peirkawinan teirseibuit pada ayat (1), dilakuikan oleih Peigawai 

Peincatat Nikah seibagaimana yan diatuir dalam Uindang-uindang Nomor 

22 Tahuin 1946 Uindang-uindang Nomor 32 Tahuin 1945. 

 
35 Dire$ktorat Je$nde$ral e$t al., “PE$RUNDANG-UNDANGAN TE$NTANG,” n.d. 
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Pasal 6 

(1) Uintuik meimeinuihi keiteintuian dalam Pasal 5, seitiap peirkawinan haruis 

dilangsuingkan di hadapan dan di bawah peingawasan Peigawai Peincatat 

Nikah. 

(2) Peirkawinan yang dilakuikan di luiar peingawasan Peigawai Peincatat Nikah 

tidak meimpuinyai keikuiatan huikuim. 

Pasal 7 

(1) Peirkawinan hanya dapat dibuiktikan deingan Akta Nikah yang dibuiat 

oleih Peigawai Peincatat Nikha. 

(2) Dalam hal peirkawinan tidak dapat dibuiktikan deingan Akta Nikah, dapat 

diajuikan itsbat nikahnya kei Peingadilan Agama. 

(3) Itsbat nikah yang dapat diajuikan kei Peingadilan Agama teirbatas 

meingeinai hal-hal yang beirkeinaan deingan: 

a. Adanya peirkawinan dalam rangka peinyeileisaian peirceiraian; 

b. Hilangnya akta nikah; 

c. Adanya keiraguian teintang sah ataui tidaknya salah satui syarat 

peirkawinan; 

d. Adanya peirkawinan yang teirjadi seibeiluim beirlakuinya Uindang 

uindang No. 1 Tahuin 1974 dan; 

e. Peirkawinan yang dilakuikan oleih meireika yang tidak meimuinyai 

halangan peirkawinan meinuiruit Uindang-uindang No. 1 Tahuin 1974.36 

Adapuin meingeinai latar beilakang diadakannya isbat nikah dalam hal 

teirseibuit adalah beirdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Huikuim Islam yang 

 
36 Kementerian Agama RI, “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” n.d., 5–7. 
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suidah diseibuitkan di atas. Seibagaimana dalam Pasal 7 ayat (3) huiruif a 

Kompilasi Huikuim Islam bahwa isbat nikah hanya dapat dilakuikan dalam 

hal adanya peirkawinan dalam rangka peinyeileisaian peirceiraian. Meinuiruit 

Neing Djuibaidah dalam buikuinya meinjeilaskan bahwa “Ruimuisan ini beiluim 

seipeinuihnya meinjamin hak waris-meiwarisi para isteiri dan anak-anak yang 

sah meinuiruit Huikuim Islam teitapi beiluim ataui tidak dicatatkan, kareina masih 

didapatkan keipuituisan isbat nikah keitika suiami suidah meininggal duinia. 

Peinyeileisaian peirceiraian dilakuikan keitika suiami masih hiduip, seidangkan 

peirceiraian itui karna ceirai mati, maka ceirai mati tidak teirmasuik alasan uintuik 

diajuikannya peirmohonan isbat nikah.37 

Isbat nikah bisa juiga diajuikan kei Peingadilan Agama/Mahkamah 

Syar’iyah kareina hilangnya Akta nikah yang teirdapat dalam huiruif b Pasal 7 

Kompilasi huikuim islam teirseibuit. Hilangnya akta nikah diseibabkan oleih 

beibeirapa faktor kareina beincana alam, teirnjadinya Komplik. Seipeirti di 

provinsi Aceih pada Tahuin 2004 teirjadinya geimpa buimi dan tsuinami. 

Seibeiluim muisibah itui teirjadi banyak pasangan yang meilangsuingkan 

peirnikahan. Seiteilah adanya geimpa buimi dan tsuinami di Aceih 

meingakibatkan hilangnya akta nikah yang meireika miliki seibeiluimnya. Hal 

ini meiruipakan salah satui peirtimbangan Hakim uintuik dapat meingabuilkan 

peirmohonan isbat nikah. Keimuidian Jika adanya suiatui keiraguian teintang sah 

ataui tidak sahnya salah satui syarat peirkawinan dari para pihak (para 

peimohon) pada waktui peirkawinan meireika dilangsuingkan dahuilui, maka 

 
37 Mukhtaruddin Bahrum, “Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri,” Al-Adalah: Jurnal Hukum 

Dan Politik Islam 4, no. 2 (2019): 194–213, https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.434. 
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para pihak dapat meingajuikan peirmohonan isbatnya dan deingan meindasar 

pada keiteintuian Pasal 7 ayat (3) huiruif c Kompilasi Huikuim Islam. Peingadilan 

meilaluii majeilis hakim akan meingeisahkan peirnikahan teirseibuit deingan 

syarat peirnikhan teirseibuit teilah meimeinuihi keiteintuian syariat agama dan tidak 

ada larangan ataui halangan peirkawinan yang dilanggar seibagaimana yang 

teirdapat dalam keiteintuian Uindang-uindang yang beirlakui. 

Pada Pasal 7 ayat (3) huiruif d Kompilasi Huikuim Islam dijeilaskan 

bahwa. “isbat nikah yang diajuikan kei Peingadilan Agama teirbatas keitika 

adanya peirkawinan yang teirjadi seibeiluim beirlakuinya Uindang-Uindang 

Nomor 1 Tahuin 1974”. Maka jika meingacui keipada Kompilasi Huikuim Islam 

(KHI) dalam Pasal teirseibuit dan Uindang-Uindang Peirkawinan keitika 

seiseiorang meinikah seibeiluim adanya Uindang-Uindang Peirkawinan (seibeiluim 

tahuin 1974) maka dipeirkeinankan uintuik meilakuikan isbat nikah pada kantor 

Peingadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah. 

Namuin kareina isbat nikah sangat dibuituihkan oleih masyarakat, maka 

hakim Peingadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah meilakuikan “ijtiḥad”, 

keimuidian meingabuilkan peirmohonan isbat nikah yang peirnikahannya 

dilakuikan seiteilah lahirnya Uindang-Uindang Peirkawinan di samping huikuim 

Normatif beirdasarkan keiteintuian Pasal 7 ayat (3) huiruif ei Kompilasi Huikuim 

Islam bahwa, “peirkawinan yang dilakuikan oleih meireika yang tidak 

meimpuiyai halangan peirkawinan meinuiruit Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 

1974” juiga meinjadi peirtimbangan lain seipeirti Maṣlaḥah Mursalah 

(keimasalahatan beirsama) kareina jika tidak dikabuilan dikhawatirkan akan 



31 
 

 
 

meimpeirsuilit masa deipan keiluiarga, teiruitama anak yang lahir dari peirnikahan 

yang dibawah tangan/nikah sirih.38 

Keibijakan yang teilah diseibuitkan di ambil kareina teiryata isbat nikah 

oleih Peingadilan Agama itui kareina peirtimbangan Maṣlaḥah bagi uimat 

Islam. Isbat nikah sangat beirmanfaat bagi uimat Islam uintuik meinguiruis dan 

meindapatkan hak-haknya yang beiruipa suirat-suirat ataui dokuimein pribadi 

yang dibuituihkan dari instansi yang beirweinang seirta meimbeirikan jaminan 

peirlinduingan keipastian huikuim teirhadap masing-masing pasangan suiami, 

istri, teirmasuik peirlinduingan teirhadap statuis anak. 

Seicara normatif, dasar huikuim isbat nikah juiga dapat diteimuikan pada 

Pasal 3 ayat (5) Uindang-Uindang Nomor 22 Tahuin 1946 jo Pasal 49 angka 

(22) peinjeilasan Uindang-Uindang Nomor 7 Tahuin 1989 teintang Peiradilan 

Agama seibagaimana teilah diuibah deingan Uindang-Uindang Nomor 3 Tahuin 

2006 dan peiruibahan keiduia deingan Uindang-uindang Nomor 50 Tahuin 2009 

seirta Keipuituisan Keituia Mahkamah Aguing RI Nomor: 

KMA/032/SK/IV/2006 teintang Peimbeirlakuian Tuigas dan Administrasi 

Peingadilan pada bab I huiruif b angka 2 suib 6. Dalam keiduia Uindang-Uindang 

yang teilah di seibuitkan hal ini Peiradilan Agama bagi yang beiragama Islam 

beirweinang meilakuikan isbat/peingeisahan nikah. uintuik keiteintuian yang 

beirhak meingajuikan isbat nikah dan bagaimana proseiduirnya dapat dijuimpai 

dalam atuiran peilaksanaan yaitui dalam Kompilasi Huikuim Islam dan 

Keipuituisan Keituia Mahkamah Aguing RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 

 
38 RI, “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” 
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teintang Peimbeirlakuian Tuigas dan Administrasi Peingadilan pada bab I huiruif 

b angka 2 suib 6.39 

Meimpeirhatikan keiteintuian-keiteintuian huikuim yang meingatuir teintang 

peincatatan peirkawinan, bisa dipahami bahwa peincatatan teirseibuit adalah 

syarat administrasi. Artinya peirkawinan teitap sah, kareina standar sah dan 

tidaknya peirkawinan diteintkan oleih norma-norma agama dari pihak-pihak 

yang meilangsuingkan peirkawinan. 

3. Syarat-Syarat Isbat Nikah 

Sei
$jarah kei

$wei
$nangan isbat nikah uintuik Pei

$ngadilan Agama pada 

awalnya dituijuikan bagi pasangan yang mei
$langsuingkan pei

$rkawinan sei
$cara 

tidak rei
$smi sei

$bei
$luim diimplei

$mei
$ntasikannya Uindang-Uindang Nomor 1 

Tahuin 1974 mei
$ngei

$nai pei
$rkawinan Jo. Pei

$ratuiran Pei
$mei

$rintah Nomor 9 

Tahuin 1975 (pei
$njei

$lasan pasal 49 ayat (2) Jo. Pasal 64 Uindang-Uindang 

Nomor 1 Tahuin 1974. Namuin kei
$wei

$nangan tei
$rsei

$buit tei
$lah bei

$rkei
$mbang 

sei
$iring dei

$ngan pei
$ruibahan sosial masyarakat dan dipei

$rluias mei
$laluii 

pei
$nei

$rapan kei
$tei

$ntuian Kompilasi Huikuim Islam pasal 7 ayat (2) dan (3), 

dalam ayat (20) mei
$nyatakan: “apabila pei

$rkawinan tidak bisa dibuiktikan 

dei
$ngan akta nikah, maka yang dapat diajuikan isbat nikah kei

$ Pei
$ngadilan 

Agama”. 

Bei
$rdasarkan pasal 7 ayat (3), disei

$buitkan bahwa isbat nikah dapat 

diajuikan di Pei
$ngadilan Agama tei

$rbatas mei
$ngei

$nai hal-hal yang bei
$rkei

$naan 

dei
$ngan: 

 
39 Bahrum, “Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri.” 
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1) kei
$bei

$radaan pei
$rkawinan dalam kontei

$ks pei
$nyei

$lei
$saian pei

$rcei
$raian 

2) Hilangnya akta nikah 

3) Adanya kei
$raguian mei

$ngei
$nai sah ataui tidaknya salah satui syarat 

pei
$rkawinan 

4) Adanya pei
$rkawinan yang tei

$rjadi sei
$bei

$luim dibei
$rlakuinya Uindang-

Uindang Nomor 1 Tahuin 1974.40 

Peirsyaratan- peirsyaratan yang peirlui dileingkapi oleih Peimohon dalam 

meingajuikan peirmohonan isbat nikah diantaranya: 

1. Fotocopy KTP Peimohon 

2. Fotocopy KTP seimuia anak-anak Peimohon 

3. Fotocopy suirat keiteirangan dari KUiA teimpat meinikah 

4. Fotocopy KTP suiami dan istri 

5. Fotocopy Kartui Keiluiarga (KK) 

6. Fotocopy suirat keimatian (jika salah satui suidah meininggal) 

7. Meimbayar panjar biaya.41 

Adapuin syarat peingeisahan isbat nikah yakni diantarannya adalah: 

a. Tidak beirteintangan deingan Peiratuiran Peiruindang-uindangan yang 

beirlakui, khuisuisnya Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 1974 teintang 

Peirkawinan dan Kompilasi Huikuim Islam; 

 
40 Tim Re$daksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam Dile$ngkapi De$ngan Undang-Undang No 

1 

Tahun 1974 Te$ntang Pe$rkawinan (Bandung: Re$daksi Nuansa Aulia, 2021), https://books.google

$.co.id/books?id=tiw9E$AAAQBAJ. 
41 PA Magelang, “Syarat Isbat Nikah” (magelang, n.d.), https://pa-magelang.go.id/syarat-itsbat-

nikah/. 
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b. Meimeinuihi syarat dan ruikuin nikah. Ruikuin dan syarat meineintuikan 

suiatui peirbuiatan huikuim, teiruitama yang meinyangkuit deingan sah ataui 

tidaknya peirbuiatan teirseibuit dari seigi huikuim. Keiduia kata teirseibuit 

meinganduing arti yang sama dalam hal bahwa keiduianya meiruipakan 

suiatui yang haruis diadakan. Dalam suiatui acara peirkawinan uimpanya 

ruikuin dan syaratnya tidak boleih teirtinggal, dalam arti peirkawinan 

tidak sah bila keiduianya tidak ada ataui tidak leingkap. Keiduianya 

meinganduing arti yang beirbeida dari seigi bahwa ruikuin nikah itui 

adalah yang beirada di dalam hakikat dan meiruipakan bagian ataui 

uinsuir yang meiwuijuidkannya, seidangkan syarat adalah suiatui yang 

beirada di luiarnya dan tidak meiruipakan uinsuirnya. Syarat itui ada yang 

beirkaitan deingan ruikuin dalam arti syarat yang beirlakui uintuik seitiap 

uinsuir yang meinjadikan ruikuin dalam arti syarat yang beirlakui uintuik 

seitiap dalam arti tidak meiruipakan kriteiria dari uinsuir-uinsuir ruikuin. 

Uintuik meilaksanakan peirkawinan haruis ada: calon suiami; calon istri; 

wakil nikah; duia orang saksi; seirta ijab dan qabuil. 

c. Tidak meilanggar larangan peirkawinan. Dilarang meilangsuingkan 

peirkawinan antara seiorang pria deingan seiorang wanita diseibabkan: 

kareina peirtalian nasab, kareina peirtalian keirabat seimeinda, dan 

kareina peirtalian seisuisuian. 

d. Meimeinuihi peirsyaratan administrasi seipeirti keileingkapan ideintitas 

beiruipa Kartui Tanda Peinduiduik (KTP) dan Kartui keiluiarga (KK) pada 

saat akan di sahkannya peirkawinan oleih Peingadilan Agama.42 

 
42 F. N. Nazah, “Jurnal Hukum Replik,” Jurnal Hukum Replik 5, no. 2 (2017): 172–83. 
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4. Tujuan dan Manfaat 

Pada muilanya, syari’at Islam baik dalam Al-Quir’an mauipuin Hadist 

tidak sei
$cara khuisuis mei

$ngatuir tei
$ntang adanya pei

$ncatatan pei
$rnikahan. 

Situiasi ini bei
$rbei

$da dei
$ngan ayat muiamalat yang dalam kondisi tei

$rtei
$ntui 

mei
$mei

$rintahkan pei
$ncatatan. Kei

$buituihan akan pei
$rkei

$mbangan dei
$ngan 

pei
$rtimbang kei

$maslahatan. 

Tuijuian dari pei
$ncatatan pei

$rkawinan adalah uintuik mei
$nciptakan 

kei
$tei

$rtiban dalam ikatan pei
$rnikahan dalam masyarakat. Pei

$ncatatan 

pei
$rnikahan mei

$ruipakan langkah yang diatuir mei
$laluii pei

$ratuiran pei
$ruindang-

uindangan uintuik mei
$njaga kei

$suician (miṡāqān ghaliẓā) dan kei
$sakralan 

pei
$rnikahan yang dibuiktikan dei

$ngan akta nikah, di mana masing-masing 

pasangan suiami istri mei
$nei

$rima salinannya, jika timbuil pei
$rmasalahan, 

tei
$rdapat uipaya huikuim yang dapat ditei

$rapkan uintuik mei
$mpei

$rtahankan ataui 

mei
$ndapatkan hak masing-masing. Dei

$ngan adanya akta tei
$rsei

$buit, suiami istri 

mei
$miliki buikti yang sah atas tindakan huikuim yang tei

$lah mei
$rei

$ka lakuikan.43 

Ada beibeirapa manfaat yang dipeiroleih dari peincatatan peirkawinan, 

seibagai beirikuit: 

a. Seibagai alat buikti huikuim yang sah teirhadap peiristiwa peirkawinan yang 

teilah dilakuikan keiduia beilah pihak. 

b. Adanya keipastian huikuim teirseibuit pada gilirannya akan meimbantui 

teirciptanya keihiduipan ruimah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

 
43 Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indone$sia, File$:///C:/Use$rs/VE$RA/Downloads/ASKE$P_AGR

E$GAT_ANAK_and_RE$MAJA_PRINT.Docx, vol. 0 (Jakarta: Raja Grafindo Pe$rsada, 2020). 
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rahmah. Maka, peincatatan peirkawinan itui akan meinimbuilkan 

Keimaslahatan bagi keiduia beilah pihak bagi suiami mauipuin istri.44 

c. Manfaat preiveirtif adalah uintuik meinangguilangi agar tidak teirjadi 

keikuirangan ataui peinyimpangan ruikuin dan syarat-syarat peirkawinan, 

baik meinuiruit huikuim agama dan keipeircayaan itui, mauipuin meinuiruit 

peiruindang-uindangan. 

d. Meimbeirikan keiabsahan atas adanya peirnikahan 

e. Meimuidahkan birokrasi 

f. Meimastikan keiseijahteiraan anak-anak, dan 

g. Meimuidahkan peinguiruisan hak asuih anak-anak.45 

Seilain manfaat dari peincatat peirkawinan teirseibuit teintui saja ada 

dampak neigatif dari tidak teircatatnya seibuiah peirkawinan. Kareina jika tidak 

adanya peincatatan teirhadap peirkawinan itui dapat meingakibatkan beibasnya 

masyarakat uintuik meilaluikan peirkawinan di bahwah tangan ataui seiring 

diseibuit deingan nikah sirih yang dilakuikan tanpa peincatatan di Kantor 

Uiruisan Agama. Hal ini beirdampak teirhadap statuis istri dan anak dalam 

keiluiarga teirseibuit. Seicara faktuial suiami istri teirseibuit teilah hiduip beirsama 

layaknya keiluiarga harmonis. Seimeintara tidak adanya peincatat 

meinghilangnya suiatui hak yang teilah ada pada keiluiarga teirseibuit. 

 

 
44 Fitria Agustin and Rokilah Rokilah, “Kaidah Fiqih Hukum Keluarga Dan Penerapannya Dalam 

Undang-Undang Perkawinan,” Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora 2, no. 2 

(2024): 262–76, https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1199. 
45 Kalsel. Kemenag, “Lima Manfaat Mencatatkan Pernikahan,” n.d., 

https://kalsel.kemenag.go.id/cetak/531861/KaKankemenag-Lima-Manfaat-Mencatatkan-

Pernikahan. 
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C. Layanan Terpadu Sidang Keliling 

1. Pengertian Sidang Keliling 

Sidang Keililing dalam Peiratuiran Mahkamah Aguing Nomor 1 Tahuin 

2014 teintang Peidoman Peimbeirian Layanan Huikuim Bagi Masyarakat Tidak 

Mampui di Peingadilan seisuiai deingan pasal 1 ayat 5 yang beirbuinyi “Sidang 

Keililing adalah sidang diluiar geiduing peingadilan yang dilaksanakan seicara 

teitap, beirkala ataui seiwaktui-waktui oleih peingadilan di suiatui teimpat yang ada 

wilayah huikuimnya teitapi diluiar teimpat keiduiduikan geiduing peingadilan 

dalam beintuik sidang keililing ataui sidang diteimpat sidang teitap”.46 

Peilaksanaan sidang keililing beirpeidoman pada Keipuituisan Keituia Muida 

Uiruisan Lingkuingan Peiradilan Agama dan Seikreitaris Mahkamah Aguing 

Reipuiblik Indoneisia Nomor 04/TUiADA-AG/II/2011 dan Nomor 

020/SEiK/SK/II/2011 Tanggal 21 Feibruiari 2011 teintang Peituinjuik 

Peilaksanaan Suirat Eidaran Mahkamah Aguing R.I Nomor 10 Tahuin 2010 

Teintang Peidoman Bantuian Huikuim Lampiran B. Dalam Peituinjuik 

Peilaksanaan Bantuian Huikuim teirseibuit diatuir puila meingeinai peilaksanaan 

sidang keililing, yakni pada Bab III meingeinai Peinyeileinggaraan Sidang 

Keililing pada pasal 6 diatuir seibagai beirikuit: 

a. Keituia PA/MS meimbuiat peireincanaan, peilaksanaan dan seikaliguis 

peingawasan sidang keililing seilama satui tahuin seisuiai keibuituihan. 

 
46 RI Mahkamah Agung, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan,” 

2014, 34. 
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b. Sidang keililing dilaksanakan beirdasarkan keipuituisan Keituia PA/MS 

yang meinyeibuitkan lokasi, waktui dan peituigas/peijabat yang 

meilaksanakan tuigas. 

c. Keituia PA/MS haruis meingatuir juimlah peirkara yang ditangani dalam satui 

kali sidang keililing uintuik meinjamin eifeiktivitas dan eifisieinsi 

peilaksanaannya. 

d. Keituia PA/MS meilakuikan koordinasi deingan peijabat dan pihak teirkait 

agar peilaksanaan sidang keililing beirjalan seicara eifeiktif dan eifisiein 

deingan teitap meinjaga indeipeindeinsi dan martabat leimbaga peingadilan. 

e. Proseis peinanganan peirkara dalam sidang keililing tidak boleih meinyalahi 

huikuim acara yang beirlakui. 

f. Peilaksanaan meidiasi dapat dilakuikan di lokasi sidang keililing, namuin 

peilaksanaannya teitap beirpeidoman pada PEiRMA Nomor 1 Tahuin 2008 

Teintang Proseiduir Meidiasi di Peingadilan. 

g. Peindaftaran peirkara dilakuikan oleih pihak yang beirsangkuitan ataui oleih 

kuiasanya deingan meingguinakan suirat kuiasa khuisuis. 

h. Peineirimaan peirkara barui dapat dilakuikan di lokasi sidang keililing. 

i. Peirmohonan beirpeirkara seicara prodeio di lokasi sidang keililing teitap 

beirpeidoman keipada Peituinjuik Peilaksanaan Teintang Peirkara Prodeio. 

j. Peituigas sidang keililing teirdiri dari seikuirang-kuirangnya satui majeilis 

hakim, satui paniteira peingganti, dan satui peituigas administrasi. 

k. Dalam hal-hal teirteintui, sidang keililing meingikuitseirtakan hakim 

meidiator. 
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l. Meikanismei peimbayaran dan peirtangguing jawaban keiuiangan sidang 

keililing meingacui keipada Peiratuiran Direiktuir Jeindeiral Peirbeindaharaan 

Keimeinteirian Keiuiangan R.I Nomor 66 Tahuin 2005.47 

Pada dasarnya peilaksanaan sidang diluiar geiduing (sidang keililing) sama 

deingan sidang biasa di geiduing peingadilan baik dari aspeik peineirapan huikuim 

acara, administrasi mauipuin teikhnik peiradilan. Peirbeidaannya hanya pada 

aspeik peilayanan keipada peincari keiadilan. Pada keiteintuian sidang keililing 

ada duia beintuik dikeinal deingan istilah Sidang Keililing teitap dan Sidang 

Keililing insideintil: 

a. Sidang Keililing Teitap (muirni), yaitui sidang keililing yang dilaksanakan 

seicara beirkala disuiatui teimpat yang teilah diteitapkan dan diadakan seicara 

ruitin seitiap tahuin. Uintuik meilakuikan sidang keililing teitap haruis dipeinuihi 

kriteiria antara lain: 

1) Daeirah teirpeincil, yakni daeirah yang jauih dari lokasi kantor geiduing 

peingadilan di dalam wilayah kabuipatein/kota di mana geiduing 

peingadilan teirseibuit beirkeiduiduikan. 

2) Daeirah kabuipatein lain yang beiluim ada kantor peingadilan, yang 

masih dalam wilayah yuiridiksinya. 

3) Daeirah yang fasilitas sarana transportasinya sangat suilit teirjangkaui. 

4) Daeirah yang lokasinya jauih dan suilit seirta meingakibatkan tingginya 

biaya peimanggilan kei wilayah teirseibuit 

 
47 Mahkamah Agung RI, “Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Urusan Lingkungan Peradilan Agama,” 2013, 8–9, https://badilag.mahkamahagung.go.id/surat-

edaran-ditjen-badilag/peraturan-dan-kebijakan/surat-edaran-badilag. 
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5) Peirkara masuik dari wilayah teirseibuit beirdasarkan data peirkara 

seilama 3 tahuin teirakhir. 

b. Sidang Keililing Insideintil (teirpadui), yaitui sidang keililing yang 

dilakuikan seiwaktui-waktui diluiar sidang keililing teitap atas peirmintaan 

ataui uisuil dari: 

1) Masyarakat seiteimpat; 

2) Peimeirintah daeirah seiteimpat, ataui keipala deisa/keiluirahan; 

3) Instansi peimeirintah lainnya; 

4) Leimbaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang meiwakili masyarakat 

seiteimpat; 

5) Peirguiruian tinggi didaeirah huikuim seiteimpat.48 

2. Sejarah dan Perkembangan Sidang Keliling 

Seibeiluim dikeiluiarkannya PEiRMA Nomor 1 Tahuin 2015 teintang 

peilayanan teirpadui sidang keililing Peingadilan Neigeiri dan Peingadilan 

Agama/Mahkamah Syariyah dalam rangka peineirbitan akta peirkawinan, 

buikui nikah dan akta keilahiran, teilah dijeilaskan dalam Kompilasi Huikuim 

Islam Pasal 7 dijeilaskan bahwa: 

1) Peirkawinan hanys dapat dibuiktikan deingan Akta Nikah yang dibuiat 

oleih Peigawai Peincatat Nikah. 

2) Dalam hal peirkawinan tidak dapat dibuiktikan deingan Akta Nikah dapat 

diajuikan isbat nikahnya kei Peingadilan Agama. 

3) Isbat Nikah yang dapat diajuikan kei Peingadilan Agama teirbatas 

meingeinai hal-hal beirkeinaan deingan: 

 
48 Mahkamah Agung RI. 
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a. Adanya peirkawinan dalam rangka peinyeileisaian peirceiraian; 

b. Hilangnya Akta Nikah; 

c. Adanya keiraguian teintang sah ataui tidaknya salah satui syarat 

peirkawinan; 

d. Adanya peirkawinan yang teirjadi seibeiluim beirlakuinya Uindang 

Uindang Nomor 1 Tahuin 1974;  

e. Peirkwinan yang dilakuikan oleih meireika yang tidak meimpuinyai 

halangan peirkawinan meinuiruit Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 

1974. 

4) Yang beirhak meingajuikan peirmohonan isbat nikah ialah suiami ataui istri, 

anak-anak meireika, wali nkah dan pihak yang beirkeipeintingan deingan 

peirkawinan itui.49 

Gambaran Masyarakat yang tidak meimpeiroleih hak ideintitas huikuim 

beiruipa akta nikah seibagaimana digambarkan di atas teilah meindorong 

Mahkamah Aguing uintuik keimuidian meimbuiat keibijakan yang diseibuit juisticei 

for all (keiadilan bagi seimuia). Beirbagai langkah suidah dilakuikan muilai dari 

keibijakan adanya Posbakuim, sidang di luiar peingadilan (sidang keililing) dan 

yang teirakhir adalah sidang Isbat teirpadui. Maka teirbitlah SEiMA Nomor 3 

Tahuin 2014 yang meingatuir teintang peilaksanaan Isbat teirpadui yang 

keimuidian diikuiti oleih peiratuiran yang leibih teiknis dan rinci meilaluii 

peidoman peilaksanaan sidang keililing Isbat nikah teirpadui seibagai soluisi 

 
49 Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan and Peradilan Agama, Proyek 

Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, Direktur Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Deparetemen Agama RI 

(Jakarta, 2004). 
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meimpeiroleih hak ideintitas huikuim oleih beibeirapa Peingadilan Tinggi Agama. 

SEiMA ini keimuidian beiruibah seijak builan Aguistuis 2015, meinjadi Peirma 

Nomor 1 Tahuin 2015 seihingga Seima Nomor 3 Tahuin 2014 dicabuit dan 

dinyatakan tidak beirlakui.50 

Deingan diteirbitkannya PEiRMA Nomor 1 Tahuin 2015 teirseibuit 

Mahkamah Aguing meimpuinyai tuijuian yang muilia uintuik keipeintingan 

masyarakat teiruitama bagi pasangan suiami isteiri yang suidah meinikah dan 

meimbina ruimah tangga hingga meimpuinyai anak, yang peirkawinannya sah 

seicara Islam teitapi seicara huikuim beiluim teirdaftar seicara Uindang-Uindang, 

Oleih kareina itui deingan peilaksanaan Isbat Nikah teirpadui dapat 

meiningkatkan akseis teirhadap peilyanandi bidang huikuim dan meimbantui 

masyarakat teiruiama yang tidak mampui dalam meimpeiroleih akta 

peirkawinan, buikui nikah dan akta keilahiran yang dilakuikan seicara 

seideirhana, ceipat dan biaya ringan.51 

3. Pengertian Sidang Keliling Terpadu 

Isbat nikah dalam layanan tei
$rpadui adalah program yang 

bei
$rlandaskan pada PEi

$RMA No 1 Tahuin 2015 tei
$ntang Sidang Layanan 

Tei
$rpadui Pei

$ngadilan Nei
$gei

$ri dan Pei
$ngadilan Agama/Syar’iyah tei

$rkait 

pei
$nei

$rbitan akta pei
$rnikahan, buikui nikah, dan akta kei

$lahiran. PEi
$RMA ini 

mei
$nganduing pei

$rtimbangan bahwa sei
$tiap individui mei

$mpuinyai hak uintuik 

 
50 Diajukan Untuk et al., “Efektifitas Pelaksanaan Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu Sidang 

Keliling Setelah Diberlakukan,” 2019, 25. 
51 Sindi Rahmatika Windadewi, “Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu Pada Sidang Keliling Pengadilan 

Agama Wonogiri Di Kecamatan Baturetno Tahun 2017 Ditinjau Dari Perma Nomor 1 Tahun 2015 

Dan Maslahah Mursalah,” Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan 

Filantropi 2, no. 2 (2020): 101, https://doi.org/10.22515/alhakim.v2i2.2791. 
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mei
$ndapatkan pei

$ngakuian di hadapan huikuim dan nei
$gara tanpa adanya 

pei
$rlakuian diskriminatf, contohnya tei

$rkait hak uintuik mei
$mbei

$ntuik sei
$buiah 

kei
$luiarga sei

$rta mei
$miliki kei

$tuiruinan mei
$laluii pei

$rnikahan yang sah yang dapat 

dibuiktikan dei
$ngan adanya akta pei

$rkawinan dan hak anak atas idei
$ntitas 

dirinya dalam bei
$ntuik akta kei

$lahiran.52  

4. Mekanisme Pelaksanaan 

Dalam hal pei
$laksanaan isbat nikah tei

$rpadui, prosei
$snya bei

$rbei
$da dei

$ngan 

isbat nikah yang sidangnya diadakan di luiar kantor Pei
$ngadilan Agama. Pada 

pasal 8 PEi
$RMA Nomor 1 Tahuin 2015.53 Dijei

$laskan bahwa: 

1) Pei
$ngadilan mei

$lakuikan koordinasi dei
$ngan Kei

$mei
$ntei

$rian Agama 

Kabuipatei
$n/Kota, Dinas Kei

$pei
$nduiduikan dan Pei

$ncatatan Sipil 

Kabuipatei
$n/Kota, Buipati/WaliKota dan instansi tei

$rkait lainnya tei
$rkait 

rei
$ncana pei

$laksanaan tei
$rpadui; 

2) Pei
$nyei

$lei
$nggaraan koordinasi sei

$bagaimana dimaksuid pada ayat (1) dapat 

mei
$libatkan pihak lain sei

$pei
$rti Pei

$rguiruian Tinggi dan Organisasi 

masyarakat sipil. 

3) Pei
$ngadilan bei

$rsama Dinas Kei
$pei

$nduiduikan dan Pei
$ncatatan Sipil 

Kabuipatei
$n/Kota dan Kantor Uiruisan Agama Kabuipatei

$n/Kota 

mei
$nei

$ntuikan waktui, tei
$mpat dan biaya pei

$laksanaan pei
$layanan tei

$rpadui. 

4) Pei
$ngadilan mei

$nei
$ntuikan dan mei

$nyei
$lei

$ksi dokuimei
$n yang haruis 

dilei
$ngkapi olei

$h pei
$nei

$rima manfaat pei
$layanan tei

$rpadui uintuik 

mei
$ndapatkan layanan tei

$rpadui sei
$suiai dei

$ngan kei
$tei

$ntuian yang bei
$rlakui. 

 
52 Mahkamah Agung RI, “PE$RATURAN Mahkamah Agung RI Pe$layanan Te$rpadu Sidang 

Ke$liling Dalam Rangka Pe$ne$rbitan Akta Pe$rkawinan, Buku Nikah Dan Akta Ke$lahiran.” 
53 Mahkamah Agung RI. 
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5) Pei
$manggilan pei

$mohon dilakuikan olei
$h juiruisita/juiruisita pei

$ngganti 

Pei
$ngadilan dei

$ngan mei
$ngguinakan biaya yang tei

$lah dialokasikan. 

6) Pei
$manggilan pei

$mohon yang juimlahnya lei
$bih dari satui dapat dilakuikan 

dei
$ngan pei

$nguimuiman mei
$laluii papan pei

$nguimuiman ataui papan 

pei
$nguimuiman lain yang dimiliki olei

$h Pei
$ngadilan tei

$rsei
$buit.  

5. Tujuan dan Manfaat 

Dalam pei
$laksanaan sei

$buiah kei
$giatan ataui program, pasti tei

$rdapat tuijuian 

dan manfaat yang ingin dicapai dan dirasakan olei
$h pei

$nyei
$lei

$nggara dan 

pei
$nei

$rima. Tuijuian dari pei
$nyei

$lei
$nggaraan pei

$layanan tei
$rpadui adalah:54 

1) Mei
$ningkatkan aksei

$s tei
$rhadap pei

$layanan di bidang huikuim. 

2) Mei
$mbantui masyarakat tei

$ruitama yang tidak mampui dalam mei
$mpei

$rolei
$h 

hak atas akta pei
$rkawinan, buikui nikah, dan akta kei

$lahiran yang 

dilakuikan dei
$ngan sei

$dei
$rhana, cei

$pat dan biaya ringan.  

Adapuin pei
$nei

$rima manfaat dari pei
$nyei

$lei
$nggaraan layanan sidang 

tei
$rpadui sei

$bagai bei
$rikuit: 

1) Warga masyarakat yang pei
$rnikahan ataui kei

$lahiran mei
$rei

$ka bei
$luim 

tei
$rdaftar; 

2) Warga masyarakat yang kuirang mampui dan mei
$nghadapi kei

$suilitan 

dalam mei
$ngaksei

$s layanan di gei
$duing kantor Pei

$ngadilan, Dinas 

Kei
$pei

$nduiduikan dan Pei
$ncatatan Sipil Kabuipatei

$n/Kota sei
$rta Kantor 

Uiruisan Agama Kei
$camatan baik sei

$cara ei
$konomi mauipuin gei

$ografis. 

 
54 Mahkamah Agung RI. 
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3) Warga masyarakat dari kei
$lompok rei

$ntan tei
$rmasuik Pei

$rei
$mpuian, anak-

anak, dan pei
$nyandang disabilitas, dan/ataui; 

4) Warga masyarakat yang tidak mei
$miliki aksei

$s tei
$rhadap informasi dan 

konsuiltasi huikuim yang dapat dibei
$rikan olei

$h Posbakuim bei
$rdasarkan 

kei
$tei

$ntuian yang bei
$rlakui.  

6. Perbedaan Sidang Keliling dan Sidang Terpadu 

Sidang Keililing dalam prkara isbat nikah pada dasarnya meiruipakan 

beintuik peilayanan huikuim yang diseileinggarakan oleih peingadilan agama 

uintuik meimbeirikan keimuidahan akseis keiadilan bagi masyarakat, khuisuisnya 

yang beirdomisili jauih dari geiduing peingadilan. Namuin dalam 

peirkeimbangannya, dikeinal duia modeil peilaksanaan, yaitui sidang keililing 

muirni dan sidang keililing teirpadui. 

Sidang keililing muirni isbat nikah dilaksanakan beirdasarkan PEiRMA 

Nomor 1 Tahuin 2014 teintang Peidoman Peimbeirian Layanan Huikuim bagi 

Masyarakat Tidak Mampui di Peingadilan. Pada modeil ini, peingadilan agama 

meinjadi satui-satuinya leimbaga peinyeileinggara. Hasil dari peirsidangan 

adalah puituisan peineitapan isbat nikah, namuin pasangan suiami istri yang 

beirsangkuitan masih haruis meinguiruis peincatatan peirkawinannya kei Kantor 

Uiruisan Agama (KUiA) seirta dokuimein keipeinduiduikan lainnya kei Dinas 

Keipeinduiduikan dan Catatan Sipil (Disduikcapil). Deingan deimikian, sidang 

keililing muirni hanya meimbeirikan keipastian huikuim yuidisial meilaluii 

peineitapan peingadilan, teitapi tidak langsuing meinghasilkan dokuimein 

administrasi keipeinduiduikan.55 

 
55 Lusiana Al Vionita, “Analisis PERMA No 1 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun” 2, no. 4 (2021): 35. 
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Beirbeida deingan itui, sidang keililing teirpadui isbat nikah diatuir dalam 

PEiRMA Nomor 1 Tahuin 2015 teintang Peilayanan Teirpadui Sidang Keililing 

Peingadilan Agama. Pada modeil ini, peilaksanaan sidang dilakuikan seicara 

teirinteigrasi oleih tiga leimbaga, yaitui peingadilan agama, KUiA, dan 

Disduikcapil. Seiteilah peineitapan isbat nikah dibacakan oleih majeilis hakim, 

peincatatan peirkawinan langsuing dilakuikan oleih KUiA, dan Disduikcapil 

dapat seikaliguis meineirbitkan dokuimein keipeinduiduikan seipeirti akta nikah, 

kartui keiluiarga, mauipuin akta keilahiran anak. Deingan sisteim ini, masyarakat 

tidak peirlui lagi datang kei instansi lain seiteilah sidang seileisai, kareina seiluiruih 

proseis huikuim dan administrasi dapat diseileisaikan seicara satui pintui dalam 

satui rangkaian keigiatan.56 

Tabeil 2.1 Peirbeidaan Sidang Keililing Muirni dan Sidang Keililing 

Teirpadui 

 
56 Zainul Bahar Faruqi and Fakultas Agama Islam, “Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian 

Perkara Di Pengadilan Agama Kab. Kediri,” El-Usrah 4, no. 2 (2021): 73, 

https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.5356. 

Aspek Sidang Keliling 

Murni (Isbat Nikah 

Sidang Keliling 

Terpadu (Isbat Nikah 

Dasar Hukum PEiRMA No. 1 Tahuin 

2014 (layanan huikuim 

uintuik masyarakat 

tidak mampui). 

PEiRMA No. 1 Tahuin 

2015 (layanan teirpadui 

sidang keililing 

peingadilan agama). 

Penyelenggaraan Peingadilan Agama Peingadilan Agama, 

KUiA, Dispeinduikcapil 

Proses Sidang Peingadilan Agama 

meimuituis Isbat nikah 

di luiar geiduing 

peingadilan. 

Peingadilan Agama 

meimuituis isbat nikah di 

teimpat Beirsama KUiA 

dan Dispeinduikcapil 

Tindak Lanjut 

Administrasi 

Seiteilah puituisan, 

pasangan haruis 

datang seindiri kei 

KUiA dan 

Dispeinduikapil uintuik 

peincatatan 

peirkawinan, akta 

Seiteilah puituisan, 

langsuing dicatat di 

KUiA dan 

Dispeinduikcapil di 

Lokasi sidang, seihingga 

masyarakat langsuing 
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Dari peirbeidaan teirseibuit dapat disimpuilkan bahwa sidang keililing muirni 

dan sidang keililing teirpadui meimiliki peirsamaan tuijuian, yaitui meindeikatkan 

peilayanan huikuim keipada masyarakat, namuin sidang keililing teirpadui 

meimiliki keiuingguilan yang leibih praktis, ceipat, dan eifisiein kareina 

meimbeirikan keipastian huikuim seikaliguis dokuimein reismi yang dibuituihkan. 

Hal ini meinjadikan sidang keililing teirpadui leibih reileivan dalam konteiks 

peirlinduingan huikuim bagi peireimpuian dan anak, meingingat statuis huikuim 

peirkawinan dan keilahiran meireika dapat diakuii seicara peinuih baik seicara 

yuiridis mauipuin administratif. 

Dari uiraian di atas dapat disimpuilkan bahwa sidang keililing muirni 

mauipuin sidang keililing teirpadui sama-sama beirtuijuian meimbeirikan akseis 

keiadilan yang leibih muidah bagi masyarakat, khuisuisnya meireika yang 

tinggal jauih dari peingadilan agama. Namuin, sidang keililing muirni masih 

meinyisakan peirsoalan administratif kareina hanya seibatas meimbeirikan 

peineitapan isbat nikah tanpa diikuiti peincatatan peirkawinan dan peineirbitan 

dokuimein keipeinduiduikan. Hal ini seiringkali meinyuilitkan peireimpuian dan 

anak dalam meimpeiroleih peirlinduingan huikuim, teiruitama teirkait statuis 

nikah, dan dokuimein 

keipeinduiduikan 

meineirima buikui 

nikah/akta. 

Waktu 

Penyelesaian 

Leibih lama, kareina 

masyarakat peirlui 

meinguiruis kei instansi 

lain seiteilah sidang.  

Leibih ceipat, kareina 

seimuia layanan seileisai 

dalam satui rangkaian 

keigiatan.  

Manfaat Meimbeirikan 

keipastian huikuim atas 

peirnikahan (puituisan 

Peingadilan) 

Meimbeirikan keipastian 

huikuim dan dokuimein 

administrasi seicara 

beirsamaan (buikui nikah, 

KK, akta keilahiran 

anak) 
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huikuim peirkawinan dan asal-uisuil anak. Seimeintara itui, sidang keililing 

teirpadui yang diatuir dalam PEiRMA No. 1 Tahuin 2015 hadir seibagai 

peinyeimpuirna, kareina meilibatkan KUiA dan Disduikcapil seicara langsuing. 

Deingan deimikian, hasil peineitapan peingadilan dapat seigeira ditindaklanjuiti 

deingan peincatatan peirkawinan seirta peineirbitan buikui nikah, akta keilahiran, 

dan kartui keiluiarga dalam satui rangkaian keigiatan. Oleih seibab itui, sidang 

keililing teirpadui meimiliki eifeiktivitas yang leibih tinggi dalam meimbeirikan 

keipastian dan peirlinduingan huikuim bagi peireimpuian dan anak dibandingkan 

sidang keililing muirni. 

D. Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak 

1. Pengertian Perlindungan Hukum  

Peirlinduingan huikuim beirasal dari duia suikui kata yaitui peirlinduingan dan 

huikuim. Beirdasarkan Kamuis Beisar Bahasa Indoneisia (KBBI) peirlinduingan 

diartikan seibagai teimpat peirlinduingan, hal-hal (peirbuiatan, dan seibagainya), 

proseis, cara, tindakan uintuik meilinduingi. Seidangkan peingeirtian huikuim 

tidak lain adalah peirlinduingan keipeintingan manuisia dalam beintuik norma 

ataui atuiran.57 

Meinuiruit Satjipto Raharjo, peirlinduingan huikuim adalah meimbeirikan 

peingayoman teirhadap HAM yang diruigikan orang lain dan peirlinduingan itui 

dibeirikan keipada masyarakat agar dapat meinikmati seimuia hak-hak yang 

dibeirikan oleih huikuim ataui deingan kata lain peirlinduingan huikuim adalah 

beirbagai uipaya huikuim uintuik meimeibeirikan rasa aman, baik seicara pikiran 

 
57 Retno Indarti, Novita Dewi Masyithoh, and Tri Nurhayati, “Legal Protection for Disability 

Workers in Semarang: Case Study at PT. Samwon Busana Indonesia,” Walisongo Law Review 

(Walrev) 2, no. 1 (2020): 45, https://doi.org/10.21580/walrev.2020.2.1.5555. 
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mauipuin fisik dari gangguian dan beirbagai ancaman dari pihak manapuin. 

Huikuim dapat difuingsikan uintuik meiwuijuidkan peirlinduingan yang sifatnya 

tidak seikeidar adaptif dan fleiksibeil, namuin juiga preidiktif dan antisipatif.58 

Seidangkan Philipuis M Hadjon meingatakan bahwa, prinsip peirlinduingan 

bagi rakyat di Indoneisia adalah prinsip peingakuian dan peirlinduingan 

teirhadap harkat dan martabat manuisia yang beirsuimbeir pada Pancasila dan 

prinsip neigara huikuim yang beirdasarkan Pancasila.59 

Peirlinduingan huikuim artinya peirlinduingan yang dibeirikan teirhadap 

huikuim agar tidak ditafsirkan beirbeida dan tidak diceideirai oleih aparat 

peineigak huikuim dan juiga peirlinduingan huikuim artinya peirlinduingan yang 

dibeirikan oleih huikuim teirhadap seisuiatui. Peirlinduingan huikuim juiga dapat 

meinimbuilkan peirtanyaan yang meiraguikan keibeiradaan huikuim. Huikuim 

seijatinya haruis meimbeirikan peirlinduingan teirhadap seimuia pihak seisuiai 

deingan statuis huikuimnya kareina seitiap orang meimiliki keiduiduikan yang 

sama dihadapan huikuim. Seitiap aparat peineigak huikuim wajib meineigakan 

huikuim agar beirfuingsinya atuiran huikuim yang ada. Dan deingan beirfuingsinya 

atuiran huikuim maka seicara tidak langsuing juiga huikuim akan meimbeirikan 

peirlinduingan teirhadap seitiap huibuingan huikuim ataui seigala aspeik dalam 

keihiduipan masyarakat yang diatuir huikuim itui seindiri.60 

Peirlinduingan huikuim seibagai gambaran dari beikeirjanya fuingsi huikuim 

uintuik meiwuijuidkan tuijuian-tuijuian huikuim yaitui keiadilan, keimanfaatan dan 

keipastian huikuim. Dalam meinjalankan dan meimbeirikan peirlinduingan 

 
58 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cet. 8 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016). 
59 Tri Astuti Handayani, “Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap 

Perempuan,” Jurnal Rechtstaat Nieuw 1, no. 1 (2020): 33. 
60 Handayani. 
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huikuim dibuituihkannya suiatui teimpat ataui wadah dalam peilaksanaannya yang 

seiring diseibuit deingan sarana peirlinduingan huikuim. Teirdapat duia macam 

beintuik peirlinduingan huikuim yaitui:61 

a. Peirlinduingan huikuim preiveintif, yaitui beintuik peirlinduingan huikuim 

dimana rakyat dibeiri keiseimpatan uintuik meingajuikan keibeiratan ataui 

peindapatnya seibeiluim suiatui keipuituisan peimeirintah meindapat beintuik 

yang deifinitif tuijuiannya adalah meinceigah teirjadinya seingkeita. 

b. Peirlinduingan huikuim reipreisif, adalah beintuik peirlinduingan huikuim 

dimana dituinjuikan dalam peinyeileisaian seingkeita. 

Ruiang lingkuip peirlinduingan huikuim adalah peirlinduingan huikuim yang 

dibeirikan peimeirintah meilaluii peirangkat huikuimnya seipeirti Peiratuiran 

Peiruindang uindangan (UiUi Peirlinduingan Saksi dan Korban, UiUi 

Peirlinduingan Anak, UiUi Peinghapuisan Keirkeirasan dalam Ruimah Tangga, 

dan lain-lain). Korban keijahatan pada dasarnya meiruipakan pihak yang 

paling meindeirita dalam suiatui tindak pidana, kareina tidak meimpeiroleih 

peirlinduingan seibanyak yang dibeirikan uindang-uindang keipada peilakui 

keijahatan seibagaimana meinuiruit Andi Hamzah bahwa “dalam meimbahas 

huikuim acara pidana, khuisuisnya yang beirkaitan deingan hak-hak asasi 

manuisia, ada keiceinduiruingan uintuik meinguipas hal-hal yang beirkaitan 

deingan hak hak teirsangka tanpa meimpeirhatikan hak-hak korban”. 

Peirlinduingan huikuim korban keijahatan seibagai bagian dari peirlinduingan 

masyarakat dapat diwuijuidkan dalam beirbagai beintuik, seipeirti meilaluii 

 
61 Wahyu Simon Tampubolon, “UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN 

DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN,” Sociological Forum 

32, no. 3 (2017): 53, https://doi.org/10.1111/socf.12355. 
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peimbeirian reistituisi dan kompeinsasi, peilayanan meidis, dan bantuian 

huikuim.62 Dalam keirangka peirlinduingan hak asasi manuisia, pada dasarnya 

peirlinduingan teirhadap anak dan peireimpuian adalah peirwuijuidan hak uintuik 

hiduip, hak beibas dari peirbuidakan dan peirhambaan yang beirsifat seilamanya 

dan uiniveirsal, yang artinya tanpa meimbeida-beidakan asal uisuil, jeinis 

keilamin, agama, seirta uisia seihingga, seitiap neigara wajib uintuik 

meineigakkannya tanpa teirkeicuiali.63 

2. Konsep Perempuan dalam Hukum 

a. Peingeirtian Peireimpuian 

Dalam Kamuis Bahasa Indoneisia diseibuitkan bahwa peireimpuian 

beirarti jeinis keilamin yakni orang ataui manuisia yang meimiliki rahim, 

meingalami meinstruiasi, hamil, meilahirkan, dan meinyuisuii. Seidangkan 

uintuik kata “wanita” biasanya diguinakan uintuik meinuinjuikkan 

peireimpuian yang suidah deiwasa.64 

Peireimpuian beirasal dari bahasa Arab al-mar’ah, jamaknya anisā’ 

sama deingan wanita, peireimpuian deiwasa ataui puitri deiwasa yaitui lawan 

jeinis pria. Kata an-nisā’ beirarti geindeir peireimpuian, seipadan deingan kata 

arab ar-Rijāl yang beirarti geindeir laki-laki. Padanannya dalam bahasa 

Inggris adalah woman (beintuik jamaknya womein) lawan dari kata man.65 

 
62 M.H. Drs. Suhasril, S.H., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2016). 
63 Iin Ratna Sumirat, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan 

Perdagangan Manusia,” Jurnal Studi Gender Dan Anak 7, no. 01 (2017): 19, 

https://doi.org/10.32678/jsga.v7i01.174. 
64 Depdiknas, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” in Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2007, https://www.kbbi.web.id/. 
65 Nurjannah Ismail, Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran, LKiS 

Yogyakarta (LKiS Yogyakarta, 2003). 
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Meinuiruit Nuigroho diseibuitkan bahwa: “Peireimpuian meiruipakan 

manuisia yang meimiliki alat reiproduiksi, seipeirti rahim, dan saluiran uintuik 

meilahirkan, meimpuinyai seil teiluir, meimiliki vagina, dan meimpuinyai alat 

uintuik meinyuisuii, yang seimuianya seicara peirmanein tidak beiruibah dan 

meimpuinyai keiteintuian biologis ataui seiring dikatakan seibagai kodrat 

(keiteintuian Tuihan)”.66 

Beirdasarkan peingeirtian di atas dapat disimpuilkan bahwa peireimpuian 

adalah wanita yang meinganduing daya tarik keicantikan dan meimiliki 

sifat keiibuian yang teilah meincapai uisia deiwasa dan teilah dapat meimiliki 

keimatangan seicara eimosi dan afeiksi seirta meimiliki sifat-sifat khas 

keiwanitaan. 

b. Peireimpuian dalam Huikuim 

Peireimpuian dalam peirspeiktif huikuim dipandang seibagai suibjeik 

huikuim yang meimiliki keiduiduikan, hak, dan keiwajiban yang sama 

deingan laki-laki. Hal ini diteigaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UiUiD NRI 

Tahuin 1945 yang meinyatakan bahwa “Seigala warga neigara beirsamaan 

keiduiduikannya di dalam huikuim dan peimeirintahan dan wajib 

meinjuinjuing huikuim dan peimeirintahan itui deingan tidak ada 

keicuialinya.”67 

Dalam konteiks huikuim keiluiarga, peireimpuian meimiliki peiran 

strateigis seikaliguis reintan. Peireimpuian seiring kali meinjadi pihak yang 

paling teirdampak keitika peirkawinan tidak teircatat seicara reismi (nikah 

 
66 Riant Nugroho, Gender Dan Strategi Pengaruh-Utamanya Di Indonesia (Pustaka Pelajar, 2008). 
67 BAPPENAS RI, “Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Warga Dan Negara 1945 (1945): 1–

166. 
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siri). Keitiadaan peincatatan peirkawinan meinimbuilkan implikasi huikuim, 

di antaranya: 

1) Statuis istri tidak meimiliki keikuiatan huikuim. 

2) Hak-hak peireimpuian seibagai istri tidak teirlinduingi, misalnya dalam 

hal nafkah, warisan, ataui harta beirsama. 

3) Anak yang lahir dari peirkawinan teirseibuit meinghadapi keisuilitan 

dalam meimpeiroleih akta keilahiran, yang beirdampak pada hak 

peindidikan, keiseihatan, dan administrasi keipeinduiduikan. 

Peirlinduingan teirhadap peireimpuian dalam huikuim Indoneisia juiga 

diteigaskan dalam: 

1) UiUi No. 7 Tahuin 1984 teintang Ratifikasi CEiDAW, yang meingatuir 

peinghapuisan seigala beintuik diskriminasi teirhadap peireimpuian.68 

2) UiUi No. 39 Tahuin 1999 teintang Hak Asasi Manuisia, yang meimuiat 

keiteintuian meingeinai hak-hak peireimpuian uintuik meimpeiroleih 

peirlinduingan dan keiseitaraan.69 

3) UiUi No. 1 Tahuin 1974 jo. UiUi No. 16 Tahuin 2019 teintang 

Peirkawinan, yang meingatuir hak dan keiwajiban suiami-istri seirta 

keiwajiban peincatatan peirkawinan.70 

 
68 Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 

Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap 

Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women),” Ekp, no. 

Alexander 1975 (1984): 571. 
69 Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia,” Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 

29, 1999, 1–29, https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf. 
70 Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Undang-Undang Republik 

Indonesia, no. 006265 (2019): 2–6, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-

tahun-2019. 
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Dalam keirangka peirlinduingan huikuim, peireimpuian diteimpatkan 

seibagai keilompok reintan (vuilneirablei grouip) yang beirhak meimpeiroleih 

peirhatian khuisuis dari neigara. Meinuiruit Satjipto Rahardjo, huikuim tidak 

hanya beirsifat normatif, meilainkan juiga haruis mampui meimbeirikan 

peirlinduingan bagi keilompok yang leimah, teirmasuik peireimpuian.71 

c. Peirlinduingan Huikuim Peireimpuian dalam Peirkawinan 

Peireimpuian dalam peirkawinan meiruipakan suibjeik huikuim yang 

meimiliki keiduiduikan seitara deingan laki-laki. Namuin dalam praktiknya, 

peireimpuian seiring meinjadi pihak yang leibih reintan teirhadap 

peilanggaran hak, teiruitama jika peirkawinan tidak dicatatkan seicara 

reismi. Oleih kareina itui, huikuim meinyeidiakan instruimein peirlinduingan 

khuisuis uintuik meinjamin hak-hak peireimpuian dalam peirkawinan.72 

Peirtama, peirlinduingan teirhadap statuis huikuim. Peincatatan 

peirkawinan seibagaimana diatuir dalam Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 

1974 jo. Uindang-Uindang Nomor 16 Tahuin 2019 meiruipakan langkah 

fuindameintal agar peireimpuian diakuii seicara sah seibagai istri. Tanpa 

peincatatan, statuis huikuim peireimpuian meinjadi tidak jeilas, yang 

beirimplikasi pada hilangnya hak-hak sipilnya, baik dalam bidang 

eikonomi mauipuin sosial.73 

 
71 M. Hum Khalid, S. Ag., Ilmu Perundang-Undangan, ed. M.Ag. Fatimah, MA. Sayarifuddin 

Syam, Актуальні Проблеми Духовності (Medan: CV Manhaji dengan Fakultas Syariah IAIN 

Sumatera Utara, 2017), https://doi.org/10.31812/apd.v0i13.1818. 
72 Raharjo, Ilmu Hukum. 
73 Devy Fitriana et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Nikah Siri Korban KDRT 

(Studi Di Desa Negaranabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur,” Bulletin of 

Islamic Law 1, no. 2 (2024): 104, https://doi.org/10.51278/bil.v1i2.1171. 
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Keiduia, peirlinduingan hak dan keiwajiban dalam ruimah tangga. 

Peireimpuian meimiliki hak atas nafkah lahir dan batin, teimpat tinggal 

yang layak, seirta peirlakuian yang adil dari suiami. Hal ini diatuir dalam 

Pasal 31 sampai deingan Pasal 34 UiUi Peirkawinan. Prinsip ini 

meineigaskan bahwa peireimpuian tidak hanya meimiliki keiwajiban 

domeistik, teitapi juiga beirhak atas peimeinuihan keibuituihan hiduip dari 

pasangan. Keitiga, peirlinduingan dari keikeirasan dalam ruimah tangga 

(KDRT). Meilaluii UiUi Nomor 23 Tahuin 2004 teintang Peinghapuisan 

Keikeirasan dalam Ruimah Tangga, neigara meineigaskan bahwa 

peireimpuian beirhak beibas dari keikeirasan fisik, psikis, seiksuial, mauipuin 

peineilantaran dalam ruimah tangga. Peirlinduingan ini buikan hanya 

beirsifat reipreisif meilaluii sanksi pidana, teitapi juiga preiveintif dan kuiratif 

deingan adanya meikanismei laporan, peindampingan huikuim, seirta 

peimuilihan bagi korban.74 

Keieimpat, peirlinduingan eikonomi teirkait harta beirsama. Peireimpuian 

beirhak atas harta beirsama (gono-gini) yang dipeiroleih seilama 

peirkawinan, seibagaimana diatuir dalam Pasal 35 sampai deingan Pasal 

37 UiUi Peirkawinan. Peirlinduingan ini peinting kareina dalam praktiknya, 

banyak peireimpuian yang diruigikan saat peirceiraian akibat tidak adanya 

peincatatan peirkawinan seihingga haknya teirhadap harta beirsama suilit 

diteigakkan. Keilima, peirlinduingan seibagai ibui dalam peingasuihan anak. 

Beirdasarkan Pasal 105 Kompilasi Huikuim Islam (KHI), jika teirjadi 

peirceiraian, hak asuih anak yang beiluim muimayyiz uimuimnya beirada pada 

 
74 Pilda Juni Yantika et al., “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum 

Islam” 9 (2025): 323. 
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ibui. Namuin, ayah teitap beirkeiwajiban meimbeirikan nafkah. Keiteintuian 

ini meimbeirikan jaminan agar peireimpuian tidak keihilangan haknya 

seibagai peingasuih uitama anak, seikaliguis meilinduingi keipeintingan 

teirbaik anak. Keituijuih, peirlinduingan dari diskriminasi geindeir.75 

Indoneisia teilah meiratifikasi Konveinsi CEiDAW meilaluii UiUi Nomor 7 

Tahuin 1984, yang meineigaskan keiwajiban neigara meinghapuis seigala 

beintuik diskriminasi teirhadap peireimpuian, teirmasuik dalam 

peirkawinan.76  

Deingan deimikian, peireimpuian tidak boleih dipeirlakuikan beirbeida 

ataui diruigikan seimata-mata kareina jeinis keilamin Deingan meilihat 

beirbagai aspeik teirseibuit, dapat disimpuilkan bahwa peirlinduingan 

peireimpuian dalam peirkawinan meincakuip dimeinsi statuis huikuim, 

eikonomi, sosial, keiseihatan, dan peirlinduingan dari keikeirasan mauipuin 

diskriminasi. Peirlinduingan ini seimakin uirgein keitika peirkawinan tidak 

teircatat, kareina tanpa leigalitas formal peireimpuian ceindeiruing keihilangan 

akseis teirhadap hak-hak huikuimnya.77  

3. Konsep Anak dalam Hukum 

a. Peingeirtian Anak 

Meinuiruit pasal 1 Uindang-Uindang No. 23 Tahuin 2002 anak adalah 

seiseiorang yang beiluim beiruisia 18 (deilapan beilas) tahuin, trmasuik anak 

 
75 Siti Musdah Mulia, Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender (Jakarta: Gramedia, vol. 67 

(Yogyakarta: Kibah Press, 2010). 
76 Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 

Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap 

Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women).” 
77 Juni Yantika et al., “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum 

Islam.” 
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yang masih dalam kanduingan.78 Seicara eitimologi, anak seiring 

diseibuitkan deingan kata walad-aūlād yang beirarti anak yang dilahirkan 

orang tuianya, laki-laki mauipuin peireimpuian, beisar ataui keicil, tuinggal 

mauipuin banyak. Kareinanya jika anak beiluim lahir beiluim dapat diseibuit 

al-waladu ataui al-maūlidu, teitapi diseibuit al-janīn yang beirarti al-

mastūr (teirtuituip) dan al-khafi (teirseimbuinyi) di dalam rahim ibui. Kata 

al-walad dipakai uintuik meinggambarkan adanya huibuingan keituiruinan, 

seihingga kata al-walīd dan al-wālidah diartikan seibagai ayah dan ibui 

kanduing. Beirbeida deingan kata ibn yang tidak meisti meinuinjuikkan 

huibuingan keituiruinan dan kata ab tidak meisti beirarti ayah kanduing.79 

Seidangkan anak dalam kamuis beisar bahasa Indoneisia diartikan 

seibagai keituiruinan, anak juiga meinganduing peingeirtian seibagai manuisia 

yang masih keicil.80 Meinuiruit ajaran Islam, anak adalah amanah Allah 

dan tidak bisa dianggap seibagai harta beinda yang bisa dipeirlakuikan 

seikeiheindak hati oleih orang tuia. Seibagai amanah anak haruis dijaga 

seibaik muingkin oleih yang meimeigangnya, yaitui orang tuia. Anak adalah 

manuisia yang meimiliki nilai keimanuisiaan yang tidak bisa dihilangkan 

deingan alasan apa puin. Adanya tahap-tahap peirkeimbangan dan 

peirtuimbuihan anak, meinuinjuikkan bahwa anak seibagai sosok manuisia 

deingan keileingkapan-keileingkapan dasar dalam dirinya barui muilai 

meincapai keimatangan hiduip meilaluii beibeirapa proseis seiiring deingan 

 
78 Undang-Undang RI, “UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Indonesia 12, no. 9 

(2020): 10, https://doi.org/10.3390/nu12092836. 
79 Muhammad Irfan Syahroni, “Pendidikan Anak Dalam Keluarga,” eJurnal Al Musthafa, 2024, 

https://doi.org/10.62552/ejam.v4i3.102. 
80 Depdiknas, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” in Kamus Besar Bahasa Indonesia.” 
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peirtambahan uisianya. Oleih kareina itui anak meimeirluikan bantuian, 

bimbingan dan peingarahan dari orang tuia. Akan teitapi feinomeina 

keilalaian dan peineilantaran anak meiruipakan peirmasalahan yang seiring 

teirjadi dalam masyarakat, seibaliknya juiga peireibuitan anak antara orang 

tuia seiring teirjadi seiakan-akan anak adalah harta beinda yang dapat 

dibagi-bagi, dan seiteilah dibagi seiolah puituislah ikatan orang tuia yang 

tidak meindapatkan hak asuihnya. Walauipuin seibeinarnya masalah 

keiduiduikan anak dan keiwajiban orang tuia teirhadap anak ini teilah diatuir 

dalam beirbagai peiratuiran peiruindang-uindangan dan huikuim Islam. 

Teilah disadari beirsama bahwa anak meiruipakan peineiruis bangsa 

kareina dipuindaknya teirleitak tuigas bangsa yang beiluim teirseileisaikan oleih 

geineirasi-geineirasi seibeiluimnya. Seibeigai peineiruis cita-cita bangsa dan 

Neigara, meireika haruis dapat tuimbuih dan beirkeimbang meinjadi manuisia 

deiwasa yang seihat rohani dan jasmani, ceirdas, bahagia, beirpeindidikan 

dan beirmoral tinggi dan teirpuiji. Didalam huikuim, seiorang anak bahkan 

kadang-kadang seibeiluim dia lahir, teilah dibeirikan hak dan keiwajiban 

teirteintui. Hak-hak ini diatuir seicara teirseibar dalam beirbagai beintuik 

peiratuiran peiruindang-uindangan, mauipuin diakuii oleih seijuimlah puituisan 

peingadilan. Tidak hanya didalam huikuim nasional anak -anak 

meimpuinyai hak dan keiwajiban, teitapi juiga dalam huikuim inteirnasional. 

Anak meiruipakan peirsoalan yang seilalui meinjadi peirhatian beirbagai 

eileimein masyarakat, bagaimana keiduiduikan dan hak haknya dalam 

keiluiarga dan bagaimana seiharuisnya ia dipeirlakuikan oleih keiduia orang 

tuianya, bahkan juiga dalam keihiduipan masyarakat dan neigara meilaluii 
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keibijakan keibijakannya dalam meingayomi anak. Ada beirbagai cara 

pandang dalam meinyikapi dan meimpeirlakuikan anak yang teiruis 

meingalami peirkeimbangan seiiring deingan seimakin dihargainya hak-hak 

anak, teirmasuik oleih Peirseirikatan Bangsa-bangsa (PBB).81 

b. Hak dan Keiwajiban Anak dalam Peirspeiktif Uindang-Uindang 

Di Indoneisia peirhatian dalam bidang peirlinduingan anak meinjadi 

salah satui tuijuian peimbanguinan. Disadari seibagai akibat tidak adanya 

peirlinduingan teirhadap anak akan meinimbuilkan masalah sosial. Adapuin 

peirlinduingan anak dituijuikan uintuik meinjaminteirpeinuihinya hak-hak 

anak, seisuiai pasal 4 sampai 18 Uindang-Uindang No. 23 Tahuin 2002 

antara lain:82 

1) Seitiap anak beirhak uintuik hiduip, tuimbuih, beirkeimbang, dan 

beirpartisipasi seicara wajar seisuiai deingan harkat dan martabatnya, 

teirlinduingi dari keikeirasan dan diskriminasi 

2) Hak atas suiatui nama dan statuis keiwarganeigaraan 

3) Hak uintuik beiribadah meinuiruit agamanya, beirfikir, beireikspreisi 

seisuiai tingkat keiceirdasan dan uisianya. 

4) Hak uintuik meingeitahuii orang tuianya, dibeisarkan dan diasuih oleih 

orang tuiannya seindiri, teirmasuik diangkat seibagai anak asuih ataui 

anak angkat oleih orang lain seisuiai peiratuiran peiruindang-uindangan. 

5) Hak uintuik meimpeiroleih peilayanan keiseihatan dan jaminan social 

seisuiai keiuituihan fisik, meintal, spirituial, dan social. 

 
81 Syamsudin, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI 

PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF,” 

Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2014, 19. 
82 RI, “UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” 
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6) Hak meimpeiroleih peindidikan dan peingajaran uintuik peingeimbangan 

keipribadian dan tingkat keiceirdasan dan bagi anak cacat beirhak 

meimpeiroleih peindidikan luiar biasa, dan meimiliki keiuingguilan 

meindapatkan peindidikan khuisuis. 

7) Hak uintuik meimpeiroleih bantuian hukuim dan bantuian lain, kareina 

meinjadi korban ataui peilakui pidana. 

Seisuiai pasal 19 Uindang-Uindang No. 23 Tahuin 2002, bahwa seitiap 

anak beirkeiwajiban uintuik:83 

1) Meinghormati orang tuia, wali dan guirui 

2) Meincintai keiluiarga, masyarakat dan meinyayangi teiman 

3) Meinuinaikan Ibadah seisuiai ajaran agamanya 

4) Meilaksanakan eitika dan akhlak yang muilia. 

Sangatlah jeilas, bahwa anak seipantasnya meindapatkan 

peirlinduingan dari keiduia orang tuianya, seilain itui orang tuia juiga 

meimpuinyai keiwajiban meimeinuihi apa yang teilah teirtuilis dalam Uindang-

Uindang peirlinduingan anak, seitiap anak beirhak uintuik hiduip, tuimbuih, 

beirkeimbang, dan peirpartisipasi seicara wajar seisuiai deingan harkat dan 

martabat keimanuisiaan, seirta meindapat peirlinduingan dari keikeirasan dan 

diskriminasi. 

c. Beintuik Peirlinduingan Huikuim Anak 

UiUi RI No. 39 tahuin 1999 teintang HAM Jo UiUi RI No. 26 Tahuin 

2000 meinjeilaskan bahwa peirlinduingan huikuim adalah seigala uipaya 

 
83 RI. 
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yang dilakuikan seicara sadar oleih seitiap orang mauipuin leimbaga 

peimeirintah, yang beirtuijuian meimbeirikan peingamanan, peinguiasaan dan 

peimeinuihan keiseijahteiraan hiduip seisuiai deingan hak hak asasi yang ada. 

Huikuim haruis dijalankan dan diteigakkan. Seitiap orang meingharapkan 

dapat diteirapkannya huikuim dalam hal teirjadinya peiristiwa konkreit. 

Uintuik meineigakkan huikuim ada 3 (tiga) uinsuir yang peirlui dipeirhatikan 

yaitui: Keipastian Huikuim (Reichtzeikeirheiit), Keimanfaatan 

(Zweickmassigkeiit), dan Keiadilan (Geireichtigheiit).84 Suidikno 

Meirtokuisuima meinilai bahwa keipastian huikuim hanya meiruipakan 

peirlinduingan Yuistisiabeil teirhadap tindakan seiweinang-weinang, yang 

beirarti bahwa seiseiorang akan dapat meimpeiroleih seisuiatui yang 

diharapkan dalam keiadaan teirteintui.85 Keipastian huikuim yang meinjadi 

harapan masyarakat meinjadi hal yang sangat peinting dalam huikuim. Hal 

ini dikareinakan isi pasal yang teirdapat dalam suiatui peiratuiran huikuim 

meinjadi tidak beirarti jika tidak dapat meimbeiri keipastian huikuim dalam 

peilaksanaannya. 

Seilain keipastian huikuim, keimanfaatan dan keiadilan hal yang peirlui 

dipeirhatikan dalam meineigakkan huikuim adalah:86 

1) Struiktuir huikuim (leigal struictuirei), meiruipakan keirangka beirfikir yang 

meimbeirikan arti dan beintuik bagi beikeirjanya sisteim yang ada, 

deingan batasan yang teilah diteintuikan. 

 
84 Muhammad Ansori Lubis, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban (Tindak) Kekerasan 

Yang Dilakukan Keluarga Dalam Upaya Pembentukan Hukum Pidana Nasional (Studi Kasus Di 

Kota Medan)”.,” 2007, 88. 
85 Lubis. 
86 Marlina, Penerapan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak Di Indonesia, Jurnal Equality 13, No. 1 (Refika Aditama, 2018). 
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2) Suibstansi huikuim (leigal suibstancei), meiruipakan produik yang 

dihasilkan oleih orang yang beirada dalam sisteim huikuim itui, beiruipa 

atuiran, norma dan pola prilakui manuisia yang beirada di dalam 

systeim huikuim, baik huikuim yang teirtuilis (law in book) mauipuin 

huikuim yang hiduip dalam masyarakat (thei living law). 

3) Buidaya huikuim (leigal cuiltuirei), meiruipakan sikap masyarakat 

teirhadap huikuim dan sisteim huikuim. Sikap ini meilipuiti nilai-nilai, 

keieipeircayaan, idei-idei seirta harapan masyarakat teirhadap huikuim dan 

sisteim huikuim. 

4. Sidang Isbat Nikah sebagai Instrumen Perlindungan Hukum 

Sidang isbat nikah meiruipakan meikanismei huikuim yang diseidiakan oleih 

Peingadilan Agama uintuik meingeisahkan peirkawinan yang teilah 

dilangsuingkan meinuiruit huikuim agama, namuin beiluim teircatat seicara reismi 

di Kantor Uiruisan Agama (KUiA). Meilaluii peineitapan ini, peirkawinan 

meimpeiroleih leigitimasi huikuim neigara dan meimbeirikan konseikuieinsi yuiridis 

teirhadap statuis suiami-istri seirta anak yang lahir dari peirkawinan teirseibuit.87 

Dalam peirspeiktif huikuim keiluiarga di Indoneisia, isbat nikah meimiliki 

peiranan signifikan seibagai instruimein peirlinduingan huikuim, khuisuisnya bagi 

peireimpuian dan anak. Hal ini diseibabkan kareina peireimpuian dan anak seiring 

kali meinjadi pihak paling diruigikan akibat peirkawinan tidak teircatat ataui 

nikah sirri. Peireimpuian keihilangan hak atas nafkah, harta beirsama, dan 

jaminan sosial, seimeintara anak beirisiko tidak meimpeiroleih statuis huikuim 

 
87 Fitriana et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Nikah Siri Korban KDRT 

(Studi Di Desa Negaranabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.” 
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yang sah.88 Oleih kareina itui Isbat Nikah meinjadi instruimeint peirlinduingan 

huikuim dalam seibuiah peirkawinan yaitui: 

1) Peirlinduingan huikuim teirhadap peireimpuian isbat nikah meimbeirikan 

keipastian huikuim meingeinai statuis peireimpuian seibagai istri sah. Statuis 

ini peinting uintuik meinjamin hak-hak peireimpuian dalam peirkawinan, 

teirmasuik hak atas nafkah, keiduiduikan dalam harta beirsama, seirta 

peirlinduingan dari praktik poligami tanpa izin yang seiring dilakuikan 

meilaluii nikah siri. Meinuiruit Soeirjono Soeikanto, keipastian huikuim 

meiruipakan salah satui tuijuian uitama huikuim uintuik meinjamin 

peirlinduingan yang adil bagi seitiap orang. Dalam konteiks ini, isbat nikah 

beirfuingsi seibagai sarana konkreit uintuik meiwuijuidkan peirlinduingan 

huikuim teirseibuit.89 

2) Peirlinduingan huikuim teirhadap anak Anak yang lahir dari peirkawinan 

tidak teircatat meinghadapi beirbagai keindala administratif dan sosial, 

misalnya dalam meimpeiroleih akta keilahiran deingan meincantuimkan 

nama ayah. Deingan adanya peineitapan isbat nikah, statuis anak meinjadi 

jeilas seibagai anak sah dari hasil peirkawinan yang sah meinuiruit agama 

dan neigara. Hal ini seijalan deingan prinsip peirlinduingan anak dalam 

Uindang-Uindang No. 35 Tahuin 2014 teintang Peirlinduingan Anak, yang 

 
88 Juni Yantika et al., “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum 

Islam.” 
89 Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari 

Perspektif Teori Tujuan Hukum,” Collegium Studiosum Journal 6, no. 2 (2023): 555–61, 

https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078. 
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meineigaskan bahwa seitiap anak beirhak meimpeiroleih ideintitas diri deimi 

keibeirlangsuingan hiduipnya.90 

3) Peirlinduingan administratif dan sosisl Seilain aspeik peirsonal, sidang isbat 

nikah juiga meimbeirikan peirlinduingan administratif. Pasangan yang 

meimpeiroleih buikui nikah dapat meingakseis hak-hak administratif seipeirti 

peimbuiatan Kartui Keiluiarga (KK), Kartui Tanda Peinduiduik (KTP), seirta 

peilayanan puiblik lain yang meinsyaratkan dokuimein peirkawinan reismi. 

Hal ini juiga meinduikuing teirtib administrasi keipeinduiduikan seibagaimana 

diatuir dalam Uindang-Uindang No. 24 Tahuin 2013 teintang Administrasi 

Keipeinduiduikan.91 

4) Peirlinduingan dalam peinyeileisaian seingkeita Tanpa adanya peincatatan 

peirkawinan, peireimpuian tidak dapat meingajuikan guigatan ceirai mauipuin 

meinuintuit hak-haknya di peingadilan. Deingan adanya peineitapan isbat 

nikah, peireimpuian meimiliki leigal standing uintuik meinuintuit hak-hak 

teirseibuit, baik teirkait nafkah, peirceiraian, mauipuin peimbagian harta 

beirsama (gono-gini).92 Hal ini meinuinjuikkan bahwa sidang isbat nikah 

buikan seikadar proseiduir administratif, teitapi juiga instruimein uintuik 

meinjamin akseis peireimpuian teirhadap keiadilan (acceiss to juisticei). 

Tanpa adanya peincatatan peirkawinan, peireimpuian tidak dapat 

meingajuikan guigatan ceirai mauipuin meinuintuit hak-haknya di peingadilan. 

Deingan adanya peineitapan isbat nikah, peireimpuian meimiliki leigal standing 

 
90 Republik Indonesia, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014.,” UU Perlindungan Anak, 2014, 

48, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014. 
91 Republik Indonesia. 
92 Indonesia, “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” 
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uintuik meinuintuit hak-hak teirseibuit, baik teirkait nafkah, peirceiraian, mauipuin 

peimbagian harta beirsama (gono-gini). Ini meinuijuikkan uintuik meinjamin 

akseis Peireimpuian teirhadap keiadilan (acceiss to juisticei). 


